
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau                                                                                 1 

  

INSENTIF PAJAK DIPERPANJANG HINGGA JUNI 

 

 
Sumber gambar: https://kilasjatim.com/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak-hingga-juni-2021/ 

 

Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak kepada sektor-sektor 

tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor menuturkan, kebijakan perpanjangan 

itu dilakukan hingga Juni 2022. 

Alasan perpanjangan adalah karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-

19 yang masih terjadi. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak 

Pandemi Covid-19. 

"Pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada 

sektor tertentu yang memerlukan. Sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi 

nasional," ujarnya, Kamis (3/2). 

 Neilmaldrin memerinci, ada beberapa insentif pajak yang diperpanjang. 

Pertama, pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor untuk 

72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) 

PPh Pasal 22 impor terbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. 

Kedua, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU sampai 

dengan Masa Pajak Juni 2022. Ketiga, PPh Final jasa konstruksi Ditanggung 

Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima 

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI
i
 sampai dengan 

Masa Pajak Juni 2022. 

Pengaturan lainnya dalam PMK ini adalah untuk wajib pajak yang telah 

mengajukan SKB PPh 22 impor dan atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan 

insentif PPh 25 berdasarkan PMK 9/PMK.03/2021, harus menyampaikan permohonan 
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atau pemberitahuan berdasarkan PMK ini untuk tetap dapat memanfaatkan insentif PPh 

22 impor dan PPh 25. 

Selain itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran untuk pemberi kerja, wajib 

pajak, atau pemotong pajak yang belum menyampaikan dan ingin menyampaikan atau 

sudah menyampaikan dan ingin membetulkan laporan realisasi Masa Pajak Januari 

2021 sampai dengan Desember 2021 berdasarkan PMK 9/PMK.03/2021 berupa PPh 

Pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, atau PPh Final jasa konstruksi, dapat 

disampaikan paling lambat 31 Maret 2022.  

Pemberi kerja, wajib pajak, atau pemotong pajak yang tidak menyampaikan 

laporan realisasi sampai dengan batas waktu tersebut, tidak dapat memanfaatkan 

insentif dimaksud. "Sementara itu, yang membuat laporan realisasi tersebut meskipun 

tidak membuat kode billing, tetap dapat memanfaatkan insentif tersebut," ujar 

Neilmaldrin. 

Jika dibandingkan aturan sebelumnya, yakni PMK 9/PMK.03/2021 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 149/PMK.03/2021, penerima insentif 

pemerintah disesuaikan jenis dan kriterianya.  

"Dengan memperhatikan kapasitas fiskal Indonesia, pemerintah perlu 

melakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif pajak secara lebih terarah, 

terukur, dan selektif dengan prioritas kepada sektor yang masih sangat membutuhkan 

dukungan pemerintah," jelasnya. 

Ketentuan selengkapnya tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang 

terdampak pandemi Covid-19, termasuk salinan PMK 3/PMK.03/2022 dan salinan 

peraturan lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.  

 

Sumber Berita: 

1. https://riaupos.jawapos.com/ ekonomi-bisnis/ 04/02/2022/267013/ insentif-pajak-

diperpanjang-hingga-juni.html, tanggal 04 Februari 2022. 

2. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203153817-4-312663/sederet-insentif-pajak-

diperpanjang-pada-2022-ini-daftarnya, tanggal 03 Februari 2022. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

https://riaupos.jawapos.com/%20ekonomi-bisnis/%2004/02/2022/267013/%20insentif-pajak-diperpanjang-hingga-juni.html
https://riaupos.jawapos.com/%20ekonomi-bisnis/%2004/02/2022/267013/%20insentif-pajak-diperpanjang-hingga-juni.html
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203153817-4-312663/sederet-insentif-pajak-diperpanjang-pada-2022-ini-daftarnya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203153817-4-312663/sederet-insentif-pajak-diperpanjang-pada-2022-ini-daftarnya
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Undang-Undang mengatur beberapa kebijakan di bidang perpajakan dalam keadaan 

pandemi Covid-19 yaitu: 

a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap; 

b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik                  

(PMSE); 

c.   perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan 

d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas 

kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka 

penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. 

 

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi: 

a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 

Tahun Pajak 202l; dan 

b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. 

 

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022 

tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 mengatur pemberian insentif pajak sebagai berikut: 

a. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor 

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang 

memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pembebasan 

PPh Pasal 22 Impor. Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui surat 

keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor.  

Cara mendapatkan insentif tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas kepada Kepala 

KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman 

www.pajak.go.id. 

2. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan: 

a. surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam hal Wajib 

Pajak memenuhi kriteria; atau 

b. surat penolakan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria. Jangka 

waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku terhitung 

sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan; 

http://www.pajak.go.id/
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3. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus 

menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan 

melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Wajib Pajak 

menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor paling lambat 

tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor 

berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. 

 

b. Insentif Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

Penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan 

diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan Wajib Pajak orang pribadi 

pengusaha tertentu.  

Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan 

insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, diberikan pengurangan 

besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh 

Pasal 25 yang seharusnya terutang. 

Cara mendapatkan insentif tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib 

Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, untuk 

memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. 

2. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan: 

a. berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak 

memenuhi kriteria. 

b. tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak 

tidak memenuhi kriteria. 

3. Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan 

kode klasifikasi lapangan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan, surat 

pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 yang telah terbit 

tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode klasifikasi lapangan usaha 

dimaksud. 

4. Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif 

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, formulir surat pemberitahuan 

pemanfaatan insentif pengurangan besamya angsuran PPh Pasal 25, formulir 

http://www.pajak.go.id/
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surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, dan formulir 

surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25. 

Jangka waktu pemberian insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25  

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022. 

 

c. Insentif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi  

PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final. PPh 

final tersebut dilunasi dengan cara: 

1. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa 

merupakan Pemotong Pajak; atau 

2. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan 

Pemotong Pajak. 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI 

ditanggung pemerintah.  

Cara mendapatkan insentif tersebut adalah sebagai berikut: 

Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung 

pemerintah untuk setiap Masa Pajak melalui saluran tertentu pada laman 

www.pajak.go.id. Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan 

realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Pemotong Pajak harus menyampaikan 

laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak dan 

laporan realisasi pembetulan paling lama tanggal 30 September 2022. Pemotong 

Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tidak 

dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah untuk Masa Pajak 

yang bersangkutan.  

Jangka waktu pemberian insentif PPh final ditanggung pemerintah diberikan untuk 

Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022. 

 

 

                                                           
i  Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI adalah 

program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta 

masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan 

Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. 

 

http://www.pajak.go.id/

